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PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR   86   TAHUN  2007
T E N T A N G
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun  2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul ;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 

5. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan pada Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD  adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;

11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan atau APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;

12. urusan hukum adalah penyiapan produk-produk hukum dan bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD;

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
BAB II

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 2

Sekretariat Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun kebijakan pemerintahan daerah;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan

Pasal 4

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. merumuskan kebijakan pengembangan otonomi daerah;

d. koordinasi perumusan kebijakan di  bidang pengawasan, tugas pembantuan, hukum, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, pertanahan, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kerukunan antar umat beragama, kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa;

e. koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan, tugas pembantuan, hukum, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, pertanahan, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kerukunan antar umat beragama, kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, serta pemerintahan kecamatan dan desa;

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 5

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan pertanahan;

d. menyelenggarakan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal;

e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan

i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan tugas penyelenggaraan  pemerintahan umum;

d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum;

b. melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda batas termasuk jika terjadi perubahan batas wilayah;

c. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
d. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan tugas pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kabupaten;

e. menyiapkan bahan masukan kepada Bupati dalam rangka usul, pengangkatan dan pemberhentian perangkat kecamatan yang diusulkan oleh Camat;

f. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

g. menyiapkan bahan kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga swadaya dan sosial kemasyarakatan di tingkat kecamatan;

h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan tugas pengembangan otonomi daerah;

d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bagian;

e. menyiapkan bahan kajian dan pengembangan kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan

i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

d. menyelenggarakan penyusunan dan kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagian pemerintahan desa;

e. koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi dan pemberdayaan pemerintahan desa;

f. koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

g. penyiapan bahan pengesahan calon kepala desa yang terpilih yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa;

h. penyiapan bahan pemberhentian kepala desa atas usul Badan Perwakilan Desa;

i. pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan pemerintahan desa;

j. pelaksanaan ketatausahaan.

j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan

k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 8

(1) Sub Bagian Kelembagaan Desa mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan kelembagaan desa;

d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan pemerintahan desa;

e. pemberdayaan lembaga desa dan monitoring peraturan desa 

f. melaksanakan tata usaha;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Perangkat Desa mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan pengembangan dan administrasi desa;

d. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan administrasi desa;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan desa dan administrasi desa;

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Kekayaan Desa mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan kekayaan desa;

d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kekayaan desa;

e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. monitoring perubahan kekayaan desa;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 9

Bagian Hukum Mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyusunan dan kajian peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, informasi dan dokumentasi hukum;

d. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyusunan dan kajian peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, informasi dan dokumentasi hukum;

e. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian;

f. menyelenggarakan penyusunan dan kajian peraturan perundang-undangan, abntuan hukum, informasi dan dokumentasi hukum;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 10

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas penyusunan perundang-undangan dan kajian hukum;

d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan perundang-undangan dan kajian hukum;

e. menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan daerah dan memfasilitasi pembahasannya; 

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain yang terkait dalam rangka penyusunan hukum daerah;

g. melaksanakan publikasi dan sosialisasi renacangan peraturan daerah;

h. mempelajari pedoman dan peraturan perundang-undangan  yang berhubungan dengan tugas Pemerintah daerah;

i. melaksanakan pemantauan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah Daerah;

j. melaksanakan penelitian, pengkajian serta penelaah produk hukum;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas ;

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;

d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub bagian;

e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;

g. mempelajari peraturan perundang-undangan dan menyiapkan kebijakan hukum dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak lain;

h. mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau snegketa dengan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tersangkut perkara yang terkait dengan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;

d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan dokumentasi dan informasi hukum;

e. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Bagian;

f. melaksanakan administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan produk hukum;

g. melaksanakan administrasi penomeran produk hukum daerah;

h. menyiapkan bahan pengundangan produk-produk hukum daeah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

i. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

j. mengumpulkan, memperbanyak dan mendistribusikan produk hukum daerah;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan ketatausahaan;

m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. merumuskan kebijakan pengembangan otonomi daerah;

d. koordinasi pengumpulan data dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, kerjasama, perhubungan, pekerjaan umum, kebudayaan dan pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, serta hubungan masyarakat;

e. koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, kerjasama, perhubungan, pekerjaan umum, kebudayaan dan pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, serta hubungan masyarakat;

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 12

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi dan prosedur kegiatan;

d. menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi dan prosedur kegiatan; 

e. menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi dan prosedur kegiatan;

f. melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 13

(1) Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah  data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan;

d. menghimpun, meneliti, memonitor dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

e. melaksanakan klarifikasi capaian realisasi Kegiatan berkaitan dengan pemanfaatan anggaran dan target yang direncanakan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penanganan permasalahan pelaksanaan Kegiatan;

g. melaksanakan reformasi pengadaan barang dan jasa;

h. melaksanakan inventarisasi keluaran Kegiatan yang berupa barang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selain dari Badan Pengelolaan Barang Daerah untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Barang Daerah;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah  data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pengendalian kegiatan;

e. melaksanakan tugas ketatausahaan;

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Percepatan Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah  data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan;

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 14

Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, menganalisis permasalahan, data dan informasi yang berhubungan dengan pengembangan perekonomian dan pembinaan potensi daerah bidang pertanian dan non pertanian, kerjasama, serta investasi;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian, dan pembinaan potensi daerah bidang pertanian dan non pertanian, kerjasama, serta investasi;

e. merencanakan dan membuat kajian pengembangan kerjasama dan investasi;

f. melaksanakan pengkajian terhadap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendapatan asli daerah, investasi, BUMD dan pendapatan lainnya;

h. melaksanakan ketatausahaan;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 15

(1) Sub Bagian Investasi dan Kerjasama mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, menganalisa permasalahan, data dan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pengembangan kerjasama dan investasi;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama dan investasi;

e. merencanakan dan membuat kajian pengembangan kerjasama dan investasi;

f. melaksanakan inventarisasi potensi kerjasama dan investasi;

g. menyiapkan kajian privatisasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang memiliki nilai ekonomis;

h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa mempunyai tugas  :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, menganalisa permasalahan, data dan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pembinaan, pengembangan potensi perdagangan, industri dan jasa;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan pajak dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah;

e. merencanakan dan membuat kajian pengembangan pajak daerah dan potensi pendapatan daerah lainnya;

f. melaksanakan pengkajian terhadap Peraturan daerah tentang pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;

g. merumuskan upaya intnsifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;

h. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan usaha Milik Daerah (BUMD);

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Badan usaha Milik Daerah (BUMD);

j. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan tugas ketatausahaan Bagian;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, menganalisa permasalahan, data dan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya alam;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya alam;

e. merencanakan dan membuat kajian pengembangan potensi sumber daya alam;

f. melaksanakan pengkajian terhadap Peraturan daerah tentang pengembangan potensi sumber daya alam;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 16

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kehumasan; 
d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

e. melaksanakan hubungan Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi  kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM);

f. melaksanakan inventarisasi ,dokumentasi dan distribusi informasi bahan-bahan penerbitan dan pemberitaan ;

g. melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi ;

h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 17

(1) Sub Bagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah  data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta mengupayakan berkoordinasi untuk mengupayakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi dan distribusi informasi;

d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan dokumentasi dan distribusi Informasi;

e. melaksankan investarisasi dan analisis data dan informasi dari media cetak. 

f. mnelaksanakan pengumpulan data dan informasi  langsung dari masyarakat.

g. melaksankan dokumentasi kegiatan dan hasil pembangunan daerah,

h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Penerangan dan Promosi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah  data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang berhubungan penerangan umum dan promosi;

d. Melaksanakan penerangan umum kepada masyarakat dan mempromosikan daerah.
e. melaksanakan koordinasi upaya-upaya pemberdayaan potensi informasi masyarakat ,kelompok sosial dan lembaga swadaya masyarakat.
f. melaksanakan kerjasama dengan stasiun radio pemerintah maupun swasta dan media  lainnya dalam rangka penerangan umum dan promosi daerah .
g. melaksanakan informasi mobil keliling dalam rangka pelaksanaan penerangan bergerak massal dan serentak.
h. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi yang  memerlukan kegiatan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat.
i. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Kelompok Peduli Informasi dan Komunikasi masyarakat ( KPIKM ).
j. Memberikan rekomendasi perijinan dan pengendalian usaha di bidang informasi film,vidio,dan media elektronik lainnya.
k. membangun jaringan informasi dan komunikasi daerah,antara daerah dan antara daerah dengan pusat.
l. melaksanakan pameran dan promosi potensi dan pembangunan daerah.
m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah  data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan penyampaian informasi;

d. Melaksanakan penyampaian informasi;

e. Melaksanakan pengelolaan media informasi pembangunan daerah .
f. melaksanakan siaran di media massa (radio dan televisi), siaran pers, jumpa pers dan open house.

g. melaksankan  monitoring dan penganalisaan berita-berita tentang kabupaten Bantul serta pelurusan berita-berita yang tidak atau kurang   benar  datanya.

h. menyiapkan bahan pemberitaan dan mengkoordinasikan penyusunannya dengan lembaga profesi di bidang media massa dalam rangka pelayanan informasi masyarakat

i. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan insan pers ,lembaga pers dan organisasi lain dibidang informasi dan komunikasi .

j. Melaksanaakn pelatihan jurnalistik. 

k. Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan antara lain kearsipan ,administrasi kepegawaiaan ,penggajian pegawai ,persuratan ,administrasi keuangan ,pengelolaan data dan pengurusan barang.

l. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Keempat

Asisten Bidang Administrasi Umum

Pasal 18

Asisten  Administrasi Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. koordinasi pengumpulan data dan perumusan kebijakan bidang kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, pendapatan, keuangan, perlengkapan dan aset, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, sandi dan telekomunikasi, pelayanan umum dan administrasi umum;

d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, pendapatan, keuangan, perlengkapan dan aset, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, sandi dan telekomunikasi, pelayanan umum dan administrasi umum;

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 19

Bagian Organisasi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pelayanan umum dan analisis jabatan;

d. melaksanakan ketatausahaan;

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 20

(1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas evaluasi dan penataan kelembagaan;

d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya; 

e. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah;

f. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Standarisasi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas ketatalaksanaan dan standarisasi;

d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya; 

e. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi tatalaksana Perangkat Daerah;

f. melaksanakan penyusunan standar operating prosedur (SOP);

g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembakuan prosedur dan sistem kerja;

h. mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan melaporkan administrasi pengawasan melekat;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan standarisasi,

j. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Aparatur mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas analisis jabatan;

d. melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja;

e. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan formasi jabatan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis analisis jabatan;

g. menyiapkan bahan tindaklanjut hasil analisis jabatan;

h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 21

Bagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalah yang berhubungan dengan tugas administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, pelaksanaan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi;

d. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
e. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
g. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 22

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyusun, mengelola data dan informasi, meginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan administrasi umum dan ketatausahaan;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahan;

e. melaksanakan penatalaksanan persuratan dinas;

f. melaksanakan pengamanan berita/informasi yang bersifat rahasia dan pengklasifikasiannya;

g. melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengiriman informasi melalui telepon, faximile dan teleks;

h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Keuangan :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyusun, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan keuangan Sekretariat Daerah;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Sekretariat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sekretariat;

f. menyelenggarakan administrasi keuangan belanja administrasi umum sekretariat dan belanja bagi hasil/bantuan keuangan Pemerintah Daerah;

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Santel mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyusun, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan, sandi dan telekomunikasi;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, sandi dan telekomunikasi;

e. menginventarisasi perlengkapan rumah tangga;

f. menyimpan dan merawat barang-barang perlengkapan rumah tangga di tempat tertentu;

g. melaksanakan pelayanan dan perawatan kendaraan dinas;

h. menyiapkan sarana dan prasarana pertemuan/rapat, upacara serta acara dinas lainnya;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 23

Bagian Protokol mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalah yang berhubungan dengan tugas keprotokolan, pelayanan dan pemberian dukungan pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;

d. menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, pelayanan dan pemberian dukungan pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 24

(1) Sub Bagian Tata Laksana Acara mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyusun, mengelola data dan informasi, meginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan penatalaksana acara;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penatalaksana acara;

e. menyiapkan acara penyelenggaraan upacara pelantikan, upacara bendera, rapat dinas dan kegiatan resmi Pemerintah Daerah lainnya;

f. melaksanakan penyiapan sarana, prasarana dan sumber daya korps musik Pemerintah Daerah;

g. menyiapkan bahan koordinasi penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah;
h. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan tugas ketatausahaan Bagian;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(2) Sub Bagian Administrasi Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyusun, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan penatalaksanaan kepala daerah;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan administrasi dan penatalaksanaan kepala daerah;

e. menyiapkan bahan sambutan Bupati;

f. melaksanakan pencatatan, dan pengaturan agenda Bupati dan Wakil Bupati;

g. melaksanakan pemanduan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

h. menyiapkan bahan jumpa pers berkaitan dengan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

i. melaksanakan notulensi rapat dinas dan pertemuan yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati;

j. melaksanakan penyampaian informasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati kepada publik;

k. memfasilitasi kebutuhan cinderamata untuk tamu dan kunjungan Pemerintah Daerah serta kebutuhan relationship Bupati dan Wakil Bupati;

l. memfasilitasi kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;

m. melaksanakan administrasi keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

n. melaksanakan perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan dinas Bupati dan Wakil Bupati;

o. melaksanakan pemeliharaan kebersihan ruang-ruang pertemuan dan halaman kantor di lingkungan balai kota serta rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati

p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
(3) Sub Bagian Administrasi Sekda dan Asisten mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyusun, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan pelaksanaan tugas Sekda dan Asisten;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tugas Sekda dan Asisten;

e. melaksanakan pencatatan, dan pengaturan agenda Sekda dan Asisten;

f. melaksanakan pemanduan kegiatan Sekda dan Asisten;

g. melaksanakan notulensi rapat dinas dan pertemuan yang dipimpin oleh Sekda dan Asisten;

h. melaksanakan penyampaian informasi kegiatan Sekda dan Asisten kepada publik;

i. memfasilitasi kebutuhan cinderamata untuk tamu dan kunjungan Pemerintah Daerah serta kebutuhan relationship Sekda dan Asisten;

j. memfasilitasi kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas Sekda dan Asisten;

k. melaksanakan administrasi keuangan Sekda dan Asisten;

l. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;

c. melaksanakan kegiatan-kegiatan  sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit  sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;

d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;

e. mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan; dan
g. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
BAB III

FUNGSI

Pasal 26

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai  fungsi :
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Setiap pimpinan  satuan organisasi dan kelompok tenaga fungional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 28

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan  mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  apabila terjadi penyimpangan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal 29

(1) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
Pasal 30

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN

Pasal 32

Rincian kegiatan masing-masing personil diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 31 Desember 2007
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BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor
: 86 Tahun 2007
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Tanggal
: 31 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                GENDUT SUDARTO
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